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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENMANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 500.16.7.4/78/TK/DPMPTSP/2025
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK (TK) AL-MUWAHHIDIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a bahwa berdasarkan Suat Permohonan beserta lampiranmya danl Saudari Euis Susitawat],S.Pd
mummmﬁmwmwmm
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 400.3.6.6/979/8id PAUD dan Dikmas/2025/M tanggal 09
Aord 2025 Taman Kanak - Kanak [TK) AL-MUWAHHIDIN dinyatakan memenuhi syarat untuk
menyelengaarakan Taman Kanak-Kanak (TK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf @ dan sesual dengan ketentuan pasal 62
Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Masional dipandang periu
diterbithan [sin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TK) Al-
HMMMWWWMWEMMMMW
Terpatu Satu Pintu Kabupaten Majalengha.

Mengingst  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi lawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagasmana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor 4 Tahun 1968 tentang Pembentulan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daersh-Daerah Kabupaten dalam Unghungan Proving lawa Barat
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 2651 );

2, Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidilan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Komor 4301),

3. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara
Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia
Momor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengian Undang-LUindang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 23 Tahiun 2014 tentang
Pemesintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambshan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor S679);

4 Peraturan Pemerntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengarman
Pendidié@n (Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemer 23)
Sebagaimana telah diubah dengan Peratwan Pemerinatah Nomor 66 mhun 2010 tentang
Perubahan Atas Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyskenggarsan
Pendidikan { Lembaran Megara Republik Tndonesia tahun 2010 Nomer 112, Tambahan Lembaran
Negara Republic Indonesia Nomar 5157);

5. Peraturan Permerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Starcdar Nasiona Pendidiian;

6. Peraturagn Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 entang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Momar 57 Tahum 2021 tentang Standar Nassonal Pendidikan; .

7. Pesturan Presigen Republik Indonesld Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Peryelengoarsan
Petayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 221}
8. Peraturan Menter| Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Momor 81 Tahun 2013

tentang Pendinan Satusn Pendidian NonFormal,

9. Peraturan Manter Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendiran Safuan
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 1279);

10, Peratwan Kementerian Dalm Negerl Nomor 138 Tahun 2017 [Entang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dasrah;

L1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudeyaan, Aiset dan Teknologli Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Standar {si pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jentang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidiian

12. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemendikbudriset Nomer 26 Tahun 2021 tentang Pembertan Exin
Pendhrian Satuan Pendidikan;

13. Peratursn Daerah Kabupaten Majelengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemeriniah
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Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 1);

14, Peraturan Daerah Kﬁﬂmﬂqﬂmﬂmiﬂlﬁmﬂﬂmw
Perizinm | Kabuoalen Majakensgia [Lembarn Daerah Kabupoten Maojalengha Tatun 2002 Nomor
+),

15 Perpturan Daerah Kabupeten Majalengha Momor |2 Tehun 2019 tentang Perubshan stos
Paratiran Daerab Nomar 14 Tabun 2016 tentang Pembentuian dan Susunan Peranglal Daerah
Katngiaten Majalengia;

16, Peraturan Bupati Majalengia Marmor 7 Tahun 20| B tentang Pelimpahan Kewenangan Periting
dam Mawn Periringn pada Dines Peranoman Modal ton Pefayanan Temady Satu Pintu Kabupaten

Majalengia,
MEMUTUSKAN :

Memberiikan Perpanjangan T#n Operasional Kepada -

a. Mama Penyelenggara : Lembags Pendidilkan Taman Kanak -Hanak
Al-Muraahhidin

b. Tanggal/Mo.Akta Notaris : 9 November 2011 / 24

& Alamat 1 Perum Gunungsari AT 002 RW 006 Desa

Gunungsari Kecamatan Kasokandel

Kabupaten Majalengka

Unituk mendirian dan menysanggaraksn Pendidikan Anak Uska Dinl (PAUD)

Taman Kanak - Kanak (TK)

2. Nama Taman Kanak-Manak (TK]} : AL-MUWAHHIDIN

b. Tanggal Berdir 28 Maret 2002

e Nlmmmnnum Perum Gunungsar AT 002 RW 006 Desa
Gunungsari Kecamatan Kasokandel
Kobupaten Majalengia

Dengan Ketentuan sehags Borikut:
1. Menggunakan Morikulom dan Metods Belajer vang sl dengan tujuan Pendidian
nd.

Msional;
Z. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laparan Perkermbangan Sefiap Bulan Kepada Dinas Pendidican Kabupaten

Majaiengha;
4, Segala fasilites dan kelengiapan yang menjadi syarat kefancoren berdiriya Lembaga
Pendidikan Anak Usa Dani [PAUD) termasdk Tenpge Pendidik menjadl tanggung jaweb

Yayesan/Penyetengnara ]
[zin Sebagaimana dimaksud dalsm diltum KESATU berfaku sefama memenuhl kefentuan dan
disvaluasi setiap tatun, apabia terjadi pelanggaran terhiadap ketentuen -ketentusn pelaksanaan

Taman Eanak-kenak [TH) tersetwt, maks izin penyelenggarsan Taman Kenak-

gkan dicabut
mmmmmﬂmuwmmmmmmmm
Terpadu Satu Pinty Kabupaten Majalengha Nomor 503784/ DPMPTSP/TI 2022 Tanggal

dicabit dan dinyaiaian tidak berliu
Keputusan ini Bertaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditctapkan dengan ketentusn apobila di
jmmudian harl terdapal kelElinan den atas kesabghan ol dalamnya akan diadakan perhasian
atau perubahan sebagaimana mesting.

Ditetapkan di Majslengha
Pada Tanggal 26 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENAMNAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA
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